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SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-0431/Un.09/PPK-SBSN.01.07/03/2024 Palembang, 05 Maret 2024
Perihal  : Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG)

UIN Raden Fatah Palembang

Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.

Direktur PT KAYLA JAYA ABADI - PT KARYA MADYA, KSO
JL.LHi.Abd Muis Tuan Ria No.53 Langkapura - Kota Bandar Lampung
Di

Tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan
Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Nomor : 06/20473170/2/2024 Tanggal 17 Februari
2024

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara perihal Pekerjaan Pembangunan Gedung
Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024, dengan nilai
penawaran saudara yang sudah dibulatkan sebesar Rp. 36.614.839.857,00 (Tiga Puluh Enam Milyar
Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima
Puluh Tujuh Rupiah) kami nyatakan diterima dan disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk:

1. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh bank umum sebelum pelaksanaan
penandatanganan kontrak dengan nilai jaminan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Jaminan
Pelaksanaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen pemilihan paket
pekerjaan ini yakni angka 41.3 hurup a. angka 1); hurup b, c, d, e, f, g, h, i dan hurup k.

2. Menandatangani kontrak paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBIJ ini.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap
penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan
aturan turunannya.




